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Selain daripada kelangkaan buku yang membahas
secara spesifik mengenai peninjauan kembali, masalah ini
jika dicermati dengan baik, mereka yang tersangkut
dengan penghukuman yang tidak adil, sedangkan
penghukuman itu sudah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh
untuk mengembalikan kesalahan penghukuman karena
kesalahan hakim menerapkan hukum ialah dengan jalan
peninjauan kembali.

Dalam kondisi yang demikian, kehadiran buku ini
tentu sangat membantu dan penting artinya untuk dibaca,
baik untuk masyarakat awam maupun bagi kaum
profesional, termasuk para mahasiswa dan akademisi dan
praktisi. Sangat penting artinya untuk membaca buku ini

LAMP] sebagai salah i
RAN PUTUSAN MK NO. 34/PUU-X1/2013. g satu referensi.

Kamri Ahno!

Peninjauan Kembali dalam Teori dan Praktik iii

R R R R R R

Scanned with CamScanner



Demikian Edisi Revis| dan
pembahasan yang sangat pentip
tahun 2006 yang masih terlaly s N peny;
dibandingkan dengan beberapa Perkembans. Hlanyzy, |
tentang peninjauan kembali antara tahun zog;; huky, !
Tulisan ini hadir dalam kompleksitas penunja“an}; 20
kurun waktu tersebut. ey

Itulah sebabnya penulis merasa sangat bersyukfi
dengan selesainya penulisan buku ini, sekalipun tentun;‘g
masih saja banyak kekurangan dan kelemahan ya‘l
ditemukan oleh para pembaca sekalian, kiranya berkena§§
memberikan masukan dan saran untuk kesempurnar’;
penulisan berikutnya. Untuk itulah tak lupa diucapk |
terima kasih yang tak terhingga. [

penambahan
B dari ty)g, Wty
ederhana ity

Makassar, 25 Oktober 201‘;%
Wassalam

Penulls

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS HUKUM UMI

Alhamdulillah! Segala puji bagi Allah SWT yang telah
melimpahkan nikmatNya kepada kita semua, khususnya Dr.
Kamri Ahmad, SH. MHum -yang telah menulis buku yang
sedernaha ini. Tentu saja sebagai Dekan Fakultas Hukum
merasa sangat bersyukur karena atas kerja keras dalam
penulisan buku ini, yang sudah pasti memerlukan waktu yang
tidak sedikit untuk menyelesaikannya yang berbarengan
dengan pelbagai kesibukan penulis sebagai dosen.

Sebagai Pimpinan Fakultas sangat mengapresiasi,
karena seperti kita ketahui bahwa Kamri Ahmad memang
termasuk salah satu dosen FH-UMI yang cukup agresif
menulis, baik tentang penulisan buku-buku maupun dalam
bentuk opini di mass media yang bertalian dengan
perkembangan hukum dewasa ini.

Kehadiran buku tentang “Peninjauan Kembali Dalam
Teori dan Praktik” adalah suatu karya tulis yang wajib dibaca
oleh semua kalangan, terutama mahasiswa, praktisi, dan para
akademisi. Karena seperti diketahui, bahwa literatur-literatur
tentang Upaya Hukum Luara Biasa seperti Peninjauan
Kembali ternyata dirasa masih sangat kurang. Itulah
sebabnya boleh dikatakan bahwa buku yang sedang Anda
baca ini hadir pada waktu yang sangat tepat. Semoga
bermanfaat adanya.

Wallahu Waliyyut taufiq walhidayah

Makassar, 25 Oktober 2014
Dekan Fak. Hukum UMI,

Dr. H. Muh. Syarif Nuh, SH. MH.
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DAFTAR SINGKATAN

BRV = Regelement op de Burgelijke Rechtsvol-dm
Drt = Darurat "t
HIR = Herziene Indonesische Regelement

IR = Inladsche Regelement

IT

= Information Technology
KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MA = Mahmakah Agung

MK = Mahkamah Konstitusi

PK = Peninjauan Kembali

PN = Pengadilan Negeri

PT = Pengadilan Tinggi

Stbld = Staatblad

uu = Undang-Undang

RBG = Rechtsregement voor de Buitengewesten

e

. Peninjauan Kembali dalam Teorj dan Praksii

|
PENDAHULUAN

Sekiranya para kaum professional hukum mencari-cari
data tentang peninjauan kembali di pengadilan-pengadilan,
mungkin hanya menemukan satu dua saja kasus menyangkut
peninjauan kembali ini. Langkanya kasus tentang peninjauan
kembali dalam praktik, berikut teori-teori atau doktrin-doktrin
tentang itu, terdapat beberapa faktor atau kemungkinan,
- schingga peninjauan kembali tidak dilakukan oleh potensial
f pemohon. Kemungkinan faktor yang dimaksud yaitu Pertama,

biayanya pengajuan Peninjauan Kembali cukup mahal. Untuk
- biaya administrasi pengiriman berkas ke Mahkamah Agung
| saja setidaknya mencapai jutaan rupiah tidak termasuk biaya-
biaya tambahan lain seperti honor pengacara. Untuk biaya ini

bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kedua, permohonan
~ peninjauan kembali tidak mengurangi/menunda kekuatan
' hukum eksekutorial putusan yang sudah mempunyai kekuatan
! hukum yang tetap (inkrachr). Artinya,
Suatu peninjauan kembali, akan tetapi
| sebelumnya tidak menghalangi dilakuk

sekalipun diajukan
putusan pengadilan
annya suatu eksekusi,

- itulah membuat Seseorang yang be

. rperkara agak tidak begitu
f‘bcrscmnngm untuk  mengajukan permohonan  peninjauan

I
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B et

kembali. Apalagi jika menurut key.

akinanp ,
menang yang tentunya dengan berbaga Y su

i perti : i lakukan upaya hukum
K I e 1 PtErtlmbangan "“‘Ulf‘; membuka peluang bi:lgl Jaksa untuk mela pay 5
ecuall 1tu, peninjauan kembal; juga ' | peninjauan Kembali. Sayangnya, upaya coba-coba.: Jaksa
Bt i ee ek orang yang b o Wa}“‘” mendapat jastifikasi dari Judex Juris. Kalau hukum acara yang
1 2 e €ran 1 )
pengajuan peninjauan kembali hanya membuanzgspan certa ditabrak, maka terbuka peluang untuk
-bug

) ah“_;; merupakan /ex
Ak e pitbe g Brarets b ek ng wakn;z; melabrak pasal-pasal lain dalam KUHAP.
peninjauan kembali itu sangat perlu dilak

benar yaki, bak, | «Pelanggaran semacam itu sudah sering terjadi”, kata
menyangkut sesuatu yang sangat krusi

ukan: tel'ulamﬂ bl¥
kepemilikan atas sesuatu dan lain-lain ata

|
|

{

Kaligis. Berdasar pada pengalaannya, iamengatakan batiwa
al baginy,, Sepe ada hakim yang menolak kehadiran saksi ahli pidana.
: u terpidang Meyaki. | tasinya, mejelis hakim adalah ali-ahli pidana.
tidak bersalah me]akulfan perbuatan yang ditujukan padan,g’; ;,\;5::; T’n Pasa)ll 5t KJUHAP menyebutkan “terdakwa dapat
maka sangat mungkin pemohon mengajukan Pt‘ninjaw_[?mengajukan saksi ahli”.
kembali. Di sinilah permohonan peninjauan kembali sy, Kecuali itu, juga KUHAP sebenarnya tidak
penting artinya. Hanya saja pemahaman tentang pEninja\;f[membolehkan putusan bebas untuk dikasasi. Dalam
kembali di kalangan masyarakat awam temyata masih sang:f ‘i perkembangannya putusan bebas bisa otomatis dikasasi.
kurang. Bahkan ada saja masyarakat bertanya-tanya, mengag ' Alasannya, karena bukan bebas murni. Untuk hal ini terjadi
ada lagi yang disebut peninjauan kembali, padahal kita sui! | perbedaan pendapat kalangan ilmuwan hukum pidana. Ada
menang? Pertanyaan ini biasa terdengar di masyarakat. : yang berpendapat ada yang disebut putusan bebas murni dan
Selain daripada pemahaman menyangkut peninjau: | ada putusan yang tidak bebas murni. Kaligis sendiri
kernbali. rdsyarakat-awst dan kaum profesional juga mué \ bcrpe.l’l’dapat bahwa “KUHAP tidak mengenal istilah bebas
banyak yang belum pernah mengalami. Sehingga pengelahs| Mumni”. Sementara pakar hukum pidana lainnya, ada yang

e | mengatakan bahwa K :
dan pemahamannya juga masih nihil. il wa KUHAP mengenal putusan bebas mumi.

k| Yang terakhir inilah yang dapat dilakuk
: g an ungkapan dalam k| : ; p tlakukan upaya hukum luar
Penulis sangat tertlarlk deE s P Chazawi )‘1-,;? biasa yang disebut Peninjauan Kembali,
igis dalam bukun td i ;
pengantar O.C. Kaligis ¢ Kembali (PK) Perke P4 L Teriepas dari perbedaan itu, penulis setwju bahwa
berjudul “Lembaga Penmjaua; benarnya KUHA? ber | ud“sa: l]\'lahkamah Agung (MA) yang disebut kasasi tentunya
“Seben /| s pada ala t i
ahwa Ja hufam fuar b ertentu tidak terlepas dengan suatu kelalaian,

penje]asaﬂ”)“ :

yang mengatakan, b i
inj < i sebagal uap

an peninjauan kembali se
dengan peninj B

i
i
f
i
: "1\ Peninjauan Ke b :

Kamri-“".‘, embali dalam Teori dan Prajsik 3
- T —

amat sangat jelas. Pasal 263 K
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termasuk kesalahan atau kekeliruan dalam Menerg

ko |
oleh hakim. P " hu

Menurut penulis, ada tiga kemungkinan Puty i
san Koo

B
{
e
Sebay.

|

MA bisa menuai kesalahan atau kekeliruan dalam

hukum. Pertama, karena syarat substansi subyek
prinsip dasar Peninjauan Kembali, yakni mengenaj ¢
sebenarnya yang berhak mengajukan, disaat yang bersmnu5~
Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan Penijauan Kﬁmb._":
Akan tetapi beberapa kali Mahkamah Agung mengely zu’-%;
putusan yang membenarkan permintaan Penijauan Kembf]
Jaksa. Padahal Penijauan Kembali semata-mata har.{?‘

i

ditujukan kepada kepentingan hukum terpidana. L
Filosofis Peninjauan Kembali sendiri ialah Sami
untuk mengembalikan atau memulihkan hak-hak huks
maupun hak asasi terpidana yang dirampas oleh suatu putu&‘;
hakim yang salah atau keliru menerapkan hukumn)fki
Persoalannya adalah, bagaima-nakah halnya dengan mere’-;;j
yang dalam keadaan buron tetapi dimohonkan Penijam;j
Kembali seperti kasus Sudjono Timang? Jika sekimn’”
putusan kasasi yang demikian itu diterima dan hak%;
Mahkamah Agung tetap secara nyata salah mener'a\.p‘—“’is
hukum, bolehkah kita mengatakan “perlu ada Pem}al’[%
Kembali terhadap Penijauan Kembali?”

Ini sebuah tanta"é(;
. ara pida
interpretasi yang sangat serus dalam hukum a¢ ;

3
]

B leh pé
Makna permasalahan yang disebutkan © ¢
makna Putusan

!
nulis 1}
a0,

.f
;
(l

I

!
tidak sama maknanya dengan |

]

Kam’i

P T —————

Konstitusi Nomor: 34/PUU-X1/2013, suatu pengujian Pasal
268 ayat (3) UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang
membolehkan Penijauan Kembali diajukan lebih dari satu kali.
Sekali lagi disebutkan bahwa
Penijauan Kembali Mahkamah Agung nyata salah menerapkan
hukum, apakah kita dapat menatakan ada Penijauan Kembali

“jika sekiranya putusan

terhadap Peninjauan Kembali?

Kedua, kesalahan
interpretasi, dan dengan pnafsiran yang tepat, sepantasnya
tedakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan
surat dakwaan, tetapi terdakwa atau terpidana dihukum.

atau kekeliruan penafsiran/

Sebagai contoh  kasus mengenai kesalahan atau

| kekeliruan tersebut yaitu tragedi yang dialami Imam Chambali

dan Debit Eko Priyanto pada tahun 2008. Dua manusia biasa
yang lugu dan polos berasal dari Jombang yang tidak bersalah
dihukum 17 dan 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri
Jombang. Untuk kesekian kalinya Negara telah melakukan
kezaliman pada penduduknya sendiri melalui proses peradilan
sesat. Dosa besar itu hanya mungkin dapat dimaafkan oleh
Sang Maha Kuasa, apabila Negara mengembalikan keadilan
dan hak-haknya melalui proses dan upaya hukum Peninjauan
Kembali.'

Contoh lain praktik peradilan sesat yang sangat
menghebohkan yaitu tragedi Singkon dan Karta tahun 1977
yang dipidana oleh Pengadilan Negeri Bekasi (ibid, x).

" Adami Chazawi , 2009,

Pidana, Sinar Grafika, Jak Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara

arta, ix.
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Alasan ketiga, terpidana menemukan bukg;

: imintakan
: ot by |. Putusan Pengadilan Yang Dapat  Diminta
(novum), yaitu alasan atau peristiwa yang bary ditcmuk14 Peninjauan Kembali:
dikemukakan kemudian yang dapat memberikan Putusap a. Dapat  diajukan terhadap semua putusan
berbeda dengan putusan pengadilan  sebelumnyy, Mg pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan
penulis, tiga alasan itulah yang memungkinkap or; hukum yang tetap. 4l O
s anins le i : Terhadap  putusan  pengadiian
mengajukan Peninjauan l\Lmb{:ﬂl. o : memperoleh kekutana hukum yang tetap (kracht
Untuk alasan yang ketiga ini yang dimaksudkay i van gewijsde) peninjauan kembali dapat dimintakan
Pasal 263 ayat (2) huruf a, yang berbunyi bahwa: kepada Mahkamah Agung. Selama putusan belum
Apabila terdapat keadaan baru yang menimby, memperoleh kekuatan hukum yang. tetap, upaya
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahy p, peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan...
waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan bery Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka
putusan bebas atau lepas .dan segala tuntutan hukum ¢ setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan
tuntutan penuntut umum tidak da;_)at diterima atau terhat kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan
perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum
: : ing dan kasasi. Selama upaya hukum biasa
: i ti baru, maka kemungki: banding AL
Jadi dengan kehadiran suatu bukti gkL masih terbuka, maka upaya hukum biasa itulah yang
hasil putusan hakim yang menguntungkan terdakwa ada t; harus dilalui.
Yaitu (1) bisa dengan bukti baru tersebut terdakwa bebasz
lepas dari segala hukuman, (2) tuntutan penuntut umum ‘fd b. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan
dapat diterima bahkan bisa ditolak, dan (3) kemudt” Pengadilan
P! R gkinan pidans Upaya hukum peninjauan kembali dapat
lai jalah kalaupun ia dipidana, kemun o : : .
ainnya diiatuhkan sebelum? diajukan  terhadap semua putusan instansi
bisa lebih ringan daripada yang telah dijal permasi pengadilan. Baik terhadap putusan instansi
Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan sl pengadilan negeri, pengadilan tinggi sudah tertutup
dan Penerapan KUHAP, edisi kedua (2008) man' untuk mengajukan kasasi. maupun kasasi, asalkan
tive mengenai alasan-alasan penml’: putusan-putusan  tersebut  telah  memperoleh
B argumex.lta ; Juar biasa berkenaan oo kt_tkuatan hukum yang tetap. Berarti setelah putusan
kembali sebagai upaya hukum luar - seb diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak
Pasal 263 ayat (1). Harapah dalam pe€ ) saat itu melekat dalam putusan Mahkamah Agung
berikut:
o e Peninjauan Kembali dalam Teori dan Prakiik 7
K
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sifat putusan yang telah memperoleh e
hukum yang tetap. Sejak saat itulah tc:“i
kemungkinan untuk  mengajukan permi:
peninjauan kembali terhadap putusan Mahk:
Agung yang dimaksud. 4

Kecuali Terhadap Putusan Bebas dan Lepas 4
Segala Tuntutan Hukum
Sekalipun upaya hukum peninjauan kembali ¢z
diajukan terhadap semua  putusan st
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huky
yang tetap, namun undang-undang sendini t:
menentukan  “pengecualian”. Pengecualian
dijelaskan sendiri dalam Pasal 263 ayat (1), y2
terhadap: a) putusan bebas (vrijspraak), at
putusan lepas dari segala tuntutan hukum {en
rechts vervolging).
Terhadap kedua jenis putusan itu upaya hu
peninjuan kembali tidak dapat diajukan. l.l;\.i‘
memang logis. Bukankah tujuan upaya Peninjz
Kembali, dimaksudkan scbagai upayd ‘
memberi  kesempatan kepada terpidana L‘ﬁl
membela kepentingannya, agar dia ltF-:L';
kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepa=
Jika demikian, jika dia sudah dibebﬁk_i"‘t;
pemidanaan ataupun telah dilepaskan o e
tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan an )
st H utusan §
untuk  meninjau kembali P g
menguntungkan dirinya. Musxll'mn.‘“'f‘“‘!:“-n o
diputus bebas atau dilepas dfm,:ci ¥
hukum masih ingin lagi dijatuhi pidand

i W
I K._;q[ i

2. Pihak Yang dapat

schabnya upaya Peninjsud

pemikiran itulah
Kembali tidak diperkenankan terhadap
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

mengajukan permintaan
Peninjauan Kembali

Mengenai orang yang berhak mengajukan Penir‘.j::uzj':
Kembali, ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1), yaknt
a) terpidana, atau b) ahli warisnya.
Dari penegasan ketentuan ini, jaksa penuniutl umum
tidak berhak mengajukan permintaan Peninjauan
Kembali. Sebabnya, undang-undang tidak memberi hak
kepada  penuntut umuin karena upaya ’
bertujuan  untuk melindungl  kepentingan terpidans
Untuk kepentingan terpidana, undang-undang membuka
kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena
itu selayaknya hanya diberikan kepada terpidana atau
ahli warisnya. Lagi pula sisi lain upaya hukum luar
biasa ini yakni ada upaya kasasi demi kepentingan
hukum. Undang-undang telah membuka kesempatsn
kepada Jaksa ‘Agung untuk membela kepentingan
:2::2:‘ Spcﬁ:;l::l:;: \ﬁ?nnft umu'rn"bcxpcnd::!pm susty
: vang telah berkekuatan hukum yang
:’cmp merugikan kepentingan umum atau berientangan
(v N X
o e s
hukum bagi Jaksa Agung P 9-’ s s
gung untuk mengajukan permintaan

- i - .
1 hulkum

Peninianan K ]
vanan Kembali dalam Teor: dan Praiat

e —
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kasasi demi kepentingan hukum. Oleh
Karena ttu, b Tanggapan dan putusan Mahkamah  Agung ~atas

mengajukan permintaan  Peninjauan Kempy;
merupakan hak timbal balik yang diberikanI i permohonan dan keberatan yang diajukan Pemohon, berbunyi
ke pengadilan yang telah

terpidana untuk menyelaraskan keseimbangan . pahwa meskipun terhadap putusan
mengajukan permintaan kasasi demi kepentin‘ memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan
hukum yang diberikan undang-undang kepada penuﬁ Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi
umum melalui Jaksa Agung. Dengan demikian, melé karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan terpidana atau
upaya hukum luar biasa, sisi kepentingan terpidana; ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat
kepentingan umum telah terpenuhi secara berimbany (1) KUHAP maka pemohonan Peninjauan Kembali harus
sencee Pasal. ?63 ayat (1) bahwa yang bei ginyatakan tidak dapat diterima.

mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah terpig Perkara peninjauan kembali jarang sekali ditemukan

atau ahli warisnya, maka sekalipun ada pihak y P A hal. P
merasa_dirugikan dalam putusan pengadilan y berlangsung. Hal ini dikarenakan beberapa hal. ertama,

berkekuatan hukum yang tetap, tidak dibenarkan huk
untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.! berkepentingan. Kedua, biaya yang tidak sedikit. Ketiga,
seperti ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah At yemakan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, bilamana ada

i 1984 Reg.Nomor: 1 PK/PJIS e
;,a:rﬁiilojo tglealilmar;;r:gagjukazg permintaan Peninja suatu kasus tentang Peninjauan Kembali, maka barang tentu

Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tangg:

Juli 1983 yang telah memperoleh kekuatan hukum ¢ dari segi teoretis. Para penulis tentang hukum saja, jarang
‘ . .

tetap. Pemohon merasa keberatan atas PerA™® sekali ditemukan suatu tulisan yang berkisar pada kajian

untuk Negara barang bukti kapal yang bUkanmmrl

’ . e kan Pe 06
dana, tetapi milik Pemohon. Sedang , ) : . ; :
::(?:ll( ztuelrlibat rl:mupun tersangkut dalam indak pié masih saja bersifat teoretis. Demikian juga hal-hal yang

‘ . il . )
/ang dilakukan terpidana oleh karena 1tu, ‘ld:fk le,:. berkaitan dengan praktik, bukan hanya pengacara yang kurang
salipun M :
milik Pemohon dirampas untuk I\Iegara‘scllsi‘l ;felakﬂ" memahami tentang prosedur penangan PK, tetapi juga para
itu telah dipergunakan terpidana sebaga! ald
tindak pidana. Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini telah

dilakukan pemutakhiran dalam beberapa hal. Misalnya, adanya

karena sulitnya menemukan bukti-bukti baru bagi yang

hal itu menarik untuk dikaji. Baik dari segi praktik, maupun

terhadap kasus. Hampir semua tulisan yang penulis temukan,

hukum mania lainnya.

" Peninjauan Kembali dalam Teori dan Prakeik
) Kamf’ # 5
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putusan Mahamah Konstitusi (MK) Putusan MK NO.34 . I

X1/2013, Tertanggal, 06 Maret 2014, yang membOIehkan GAN
: . } PERKEMBAN

dilakukan lebih dari satu kali yang tidak lagi seperti sedin SEJARAH SINGKAT

hanya dapat dilakukan satu kali saja. PENINJAUAN KEMBALI

Dalam buku yang sederhana ini tentulah sy

hukum pidana mengalami
kan, termasuk hukum acara
Kembali itu sendiri.

bermanfaat adanya untuk disimak oleh para prakiis Sejak Indonesia merdeka,
teoretisi. Meskipun bahan kajiannya masih sangat tet; perkembangan yang cukup signfi

13 ] 1 J
Da]am buku Saku ni, penuhs l\emul\akan hal'hal yangd plda] 1a khuSusnya pl 0S€ES I eninjauan
Sebelu"l bellakunya Icltab Undang'Undang ”UkUIll ACaIa

Pidana (KUHAP) tahun 1981, hukum acara pidana yang
pengajuan Peninjauan Kembali tersebut. berlaku ialah Herziene Indonesische Regelement (HIR).

K. Wantjik Saleh (hukum acara perdata RBG/HIR,
Galiah Indonesia, Jakarta, cetakan ke-5, Maret 1983, halaman
13-16) mengatakan bahwa sebagai warisan zaman Hindia

sendiri dalam praktik di pengadilan dalam rangka pr

Belanda, ada peraturan perundang-undangan (Regelement)
tentang hukum acara perdata, yaitu Regelement op de
Burgerlijke Rechtsvordering (BRV [Sudikno Mertokusumo,
halaman 6 memberikan singkatan bagi Regelement op de
Burgerlijke Rechisvordering ini dengan “Rv™]. Herziene
Indonesische Regelement (HIR), dan Rechtsregelement voor
de Buitengewesten (RBG). BRV termuat dalam Stbld. Nomor
52/1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 ialah
R:ilemem yang berisi Ketentuan-ketentuan hukum acara
l;i;c::n:'::i b;;:::; k;]:::;at;:tk gbolongan Ero.pa dan yang

erperkara di muka Raad

van Justitie dan Residenlie-rerecht.

Penini z :
r eninjauan Kembali dalam Teori dan Praktik 13

S Kamli

1> P,
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Tv R

mukg Pengadily,

\% Sudah dak

Sekarap b Crlaky, lag;

Regelement tersebyy serj Zl_)erapa lembaga hﬁ;( ay
: iaka: um g,

sangat diperlukq, dal Pakaj Sebagy; " &
hukum g S “TPerkary sed o g
e ; . , Se :

Dal e I terdapat dqgp, le:gkan =
am Mmencontgh lembaga huku | bmaummkg
Menetapkan Suatu ciptagy, Sendiri sehip, U pengag
yurlspruden51 tanpa Mmeny ' : merupakanm

Yang dimaksud.

Dalam

buku  Abqy
Peninjayan

Kembali Dalam
Kewarisan, 2013 halaman 2: men
dari IR Inlandsche Regelement dimuat dalam Stbld. Nomy
Jo.57/1948 yang judul lengkapnya adalah regelement op s
opening van de politie, de Burgerlijke Rechtsplegingg
Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde Oosmhc‘-

lemen tentang melakukan &
op Java en Madura (reg

Manaf berjudy] Puy
Perkarq Perceraiuru

guraikan bahwa HR ben

tan pet K
kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan pe

i imur asing di )
pidana terhadap golongan bumiputra dan Timur

ahunl948 ¥

i diundangkan t :

dan Madura). IR sejakembahan Perubahan %
p .

St ang telah menjadikanny? HIRF
y ;

mengalami
merupakan pembaharuan -
tahun 1941 sampai sekarang. .bagi

Isi HIR dibagi 2 yaitu i
peruntukkan bag

v
Jawa dan Madur® '
mulal

1o dan ¥
jdana &~
an acara p s

golong"‘“ L i
ik berper®

di
an :
perdata yang e |

i asing di .
e . Masian acard pldﬁna

14 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Bagian acara perdata dari

* Pasal 115 sampai Pasal 245. Sedangkan title ke-15 merupakan
as g

eraturan rupa-rupa (Pasal 372-349 meliputi acara pidana dan
P

i perdata.

Undang-undang No.l Drt. Tahun 1951, Pasal 6
menyatakan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil

sebagai pedoman dalam acara pidana untuk seluruh daerah

® Republik Indonesia. Khusus untuk hukum acara pidana

dicabut dengan Undang-Undang No.8 Tahun 198] tentang
Hukum Acara Pidana, lembaran Negara Republik Indonesia

No.76 Tahun 1981-tambahan lembaran Ne

gara Republik
Indonesia No.3209.

Lembaga Peninjauan Kembalj
yang telah berkekuatan hukum tetap (in
telah dikenal dalam praktik pengadilan ¢
ketentuan pasal 385 Regelement
Rechrsvordering (RV) melaluj process

putusan pengadilan
kracht van gewijsde)
éngan mempedomani
op de Burgerlijke

i Indonesia sudah sejak
sebagai hukum acara

' : AP memenyhj kcpcntingan beracara yang
erman 'S, ighei

A (process doclmultghctd), Sesuai  dengan
Pendekatap Penafsiran Contrario -

mafthum mukholalafah
: ckatan iy memberikan
, :
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acara lain d; ! : o
dib :ln diluar Yang diatyr dalam, Hi dapat dipergunakan sebagai saluran
1butuhk ; Qi Ve -
an unyk mencapg; Penjelagay lika Mg pahwa Pasal 721 R

: radj]
at secara formi) menggunakan -
p

= R 1 385 RV. Karena
asal i ; PK yang digariskan Pasal 5 . ' tidak
al jangan terik Y24 yang sama dengan PK ) berdasarkan Pasal 385 RV ti
tersebuyt 2 g jru, menggunakan PK t;—f ekarang ini PK sudah diterima
: b pada saat s Sty
berlebihan seba : : lan.
Paya hukum PK dalam Praki pe... :bagai hukum acara yang hidup di Pe"ad; Tentang KUHAP,
ejak lama, Sebagaj contoh adalah& s Sebelum UU. No.8 tahun 198 g

- ung, Lembaga
adilané berikut undang-undang tentang Mahkamah Agung

Penggmaan u

an negeri Surabaya dan peng
Medan. i

i di 1 15 Undang-Undang
e Surabaya Menggunaky Peninjauan Kembali diatur dalam :aizk-pOROk S
ya permohonan untuk membalalkanpm No.19 tahun 1964 Tentang o

ini dinyatakan, bahwa “Terhadap
ckuatan hukum tetap yang telah gijwy Kehakiman. Dalam pasal ini dinyatakan

i /ai kekuatan hukum yang
. i i dilan yang mempunyai ke :
pengadilan tersebut karena putusan dimaksud didasarken; putusan peng; i ho:km e S e
i jukan o . dapat dimo c g 3
G s Bou s el <2 keadaan yang ditentukan dengan undang-
0 gl P upat PK) berdasarkan: terdapat hal-hal atau ke ) P
B terhadap lsfnnya (. e;lgg lg fempat tinggalma e undang™. Nampaknya PK menurut ketentuan pasal int
bahwa istrinya tidak diketahui alama p ;hm; e
pasti. Sehubungan dengan hal itu, pengadilan telah me:

yang telah berk

; <an Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang
berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HR: Berdasarkan Undang-undang
i um ber
panggilan um

an kum Acara Pidana, Lembaran Negara No.76 Tahun 198]-
ikian, gugatan perceraian lergu ukum

rsidangan demiki

proses pe¢

b L ]amhahan €embaran Neg;"‘a N0-3_')09,
g Sangku{an dapal m nb 4 b

i karcna y er emeis I

dlkabu‘kan an

, Kembali pun diatur tersendiri seb
Qe .
itu diajukan alamat W}N’ 268. Perkembangan terakhir dala
an Itu o

Dengan demiki%n. ~, Putusan MK Nomor: 34/PUy

lalu  Peninjavan
agaimana dalam Pasal 263-
m PK ialah setelah adanya
-X172013 yang membolehkan
bih dari saw kali.
mny

bahwa pada waktu gugat :
i astl. .
Vs Nt Secan'l i kan pada a pempbi‘j terdakwa mengajukan PK le
t dikabulkan didasar L e mfre. 'i S e "
itu maka terdapat CUkuZeng an ity pens™ 1» berbanding terbalik des
dasar i
dan ber
tan PK
guga

Qo
di o
usan Yang T oo
membatalkan Pt - aeon PR
Surabaya

.rﬂaksud‘~ 3
ti
inggi Medan memprak , sﬁf’ W
dilan tin

it
mtﬂk-
pengd P

Sekalipun
tersebu

a juga ada putusan vang

TE—
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perkembangan lainnya dalam praktik Pening
i jalah bahwa permohonan peninjauan kembg; .
rpidana Sujono Timan, padahg Sij
akan terpidana buron, putusan p,

kembal
diajukan oleh isteri te

Timan sendiri merup
banyak pihak yang menilai sebagai putusan pey,

uan kembali yang cukup bermasalah.
Dari segi teoretis dan yuridis, terdapat hal-ha] y,
sangat menarik untuk dianalisis, sekalipun pengetian teny

Peninjauan Kembali masih terbatas.

peninja

)

111
PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Pengertian

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan

dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (verstek)

putusan yang
k mengajukan

dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untu

perlawanan, dapat ditinjau kembali atau permohonan orang

yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang
telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.! Dengan
kata lain, bahwa suatu perkara yang dimintakan Peninjauan
Kembali (PK) dapat dikatakan bahwa perkara terscbut
dilakukan suatu proses yang baru berdasarkan bukti-bukti baru
yang telah ditemukan itu.

Dikatakan proses baru karena dalam proses pengajuan
PK, semuanya serba diperbaharui. Mulai dari surat kuasa yang
pernah dipergunakan pada saat pemeriksaan pengadilan
sebelumnya sampai pada pemohon prinsipal. Demikian pula,
memori PK harus didasarkan pada bukti baru (novum), atau
setikdanya memenuhi salah satu syarat berdasarkan ketentuan
Pasal 263 ayat (2) KUHAP jika itu merupakan perkara pidana.

Pada sisi yang lain, ketua pengadilan negeri di mana
perkara tersebut semula diperiksa dan diputus, ditetapkan pula
majelis hakim yang baru. Singkat kata, proses pengajuan PK

4
Mertokusumo, Soedigno, 1988, H ia, Liberti
i A , Huku
e 197,g m Acata Perdata Indonesia, Liberti

e 1§
N T, Peninjauan Kembali dalam Teori dan Prakiik - 19 :
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kembali. seperti sudah dikemukakan penulis pada ulasan di
i

bagian depan.

KNamri Ahmad
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LAMPIRAN PUTUSAN MK No.34/PUU-X1/2013 [

)
i

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS]
REPUBLIK INDONESIA

R

Putusan Nomor 34/PUL-XI2013 Pengujian Undang-Undane |

Nomaor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana lcrhada[% |
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

PUTUSAN
Nomor 34/PUU-X1/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

[L1] Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang dijatuhkan olch:

[1.2] 1. Nama : Antasari Azhar S.H., M.H.

Pckerjaan  : Pensiunan Jaksa .
Alamat + Jalan Merbabu Blok A Nomor 13
Giriloka - 2 BSD.
Tangerang Selatan;
Scbagai _________ [ Y T Ptmnhon l'
A
¥ e e o ettt it s Namri Admird

,..-M-ﬁ"‘-'“'L g

> Nama - 1da Laksmiwan S
o pekerjaan . Swasta/lbu rumah langea
Alamat : Jalan Merbabu Blok A 13 Giritos a-2
BSD. Tangerang Selatan: :
sebagai-————rr e Pemohon 11;
3. Nama - Ajeng Oktarifka Antasariputri
Pekerjaan @ Swasta
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Noamor 12
Ginlloka - 2 BSD, Tangerang
Selatan;
B — Pemehon 111;

| palam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4

il nal

' Maret 2013, memberi Kuasa kepada 1) Arif Sahudi, S.H.
' M.H. 2) Nursito, S.H., M.H. 3) Daim Susanto. S.HL, dan <

3

o
Kurniawan Adi Nugroho, S.H., kesemuanya ad.iah ad it
pada Kartika Law Firm yang beralamat Ji Jafan e, soos e
Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Sclatan, Jan Surat .\4.:\»..:
Khusus bertanggal 8 April 2013, memben kuasz hepada
Sigit N. Sudibyanto, S.H., 27 W, Agus Sudarwnn. S;Il....
Dwi Nurdiansyah Santeso S.H. 4} Utemo kQ'“"?ft“j
S.H., kesemuanya adalah advokat pada Raruka & 27
vang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomer 1 !.f)gz-“.-”“-
Patalon), Surakarta dan 5) Poltak Ike \\'ibmm‘:s.l{f,\::.‘ ““
dan Konsultan Hukum pada Boyamin Poltak }‘m’?{x“x};;ﬁ;;aa
Firm yang beralamat di Jalan Denpasar il T\@!nm"i ‘ »_;:_\-.;::1.:
Timur, Jakarta Selatan. dalam hal ini pertindak hersam

v A,
" X atac BT wmben alel

ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas Vn.J“ ‘.li:!hon:

Seluruhnya disebut sebagai -=-=-===-" ] "P";“,L’.

[L3]  Membaca permohonan pard Pemuniti

o Pomobion.
Mendengar heterangan pard Pomd -
- 1, a9,y 1 ,
. e Kol rdlike
Mendengar dan membaca vt pant DEWR
- r.a 1:,_.‘o ‘

-4 hetet
Mendengar dan membaca
Perwakilun Rakyat

vyt A
Pomeriind

[

e i
P"”"!Iauun Kembaii dalam Fewredant &r

R

e
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Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohqp:
Memeriksa bukti-bukti surut_/tuhsan para Pemohon:
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan
Pemerintah:

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya
4. PERTIMBANGAN HUKUM

pasal 28D ayat (1)

S:

1981tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,
selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)] yang menyatakan,
“Pemerintah Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya

B
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan |
para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusi- | |

onalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahunl

dapat dilakukan satu kali saja” terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sclanjutnya
disebut ULID 1945, khususya Pasal 1 ayat (3). Pasal 24 ayat
(1). Pasal 28C ayat (1). dan Pasal 28D ayat (1) yang
menyatakan:
Pasal 1 ayat (3) : * Negara Indonesia adalah Negara
Hukum";
: “kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan™:
: * Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi. seni dan budaya demi

Pasal 24 ayat (1)

Pasal 28C ayat (1)
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meningkatkan kyg
demi kesejahteryg

: Setiap Orang berhak gy Penpak
. . ¥ Ngax
Jamina, perlindungan gy, kepa s';;iu e

: ; Slan

hukum yang adil serq perlakuay y,

sama di had, I
adapan hukum "' -

litas hidupnyu dan
n umqy manysjq

3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbang ;
[enlohonan, Mahkamah Konstitusi Fzselan});l:xbxiand??k; :
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 5
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan
a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk
mengajukan permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

(3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 avat (1) huruf'a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 201 1tentang Perubahan Atas {'ndang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi l’L.t'mbﬂl"d"
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, lamt}:ffl(:‘
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor J.'—ﬁ;
selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayal ( ?),khl:;l;an
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang l\%'auTahun
Kehakiman (Lembarang Negara Republik 'Indone;{lepublik
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Mgara\mkamah
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan ! ;
adalah berwenang mengadili pada tingkat pef n; Jang-Undang
yang putusannya bersifat final untuk mengu)t
terhadap UUD 1945:

— 3
e 12
e .
I

' Prakith
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pahwa kerugian hak dan/atau kewepay
sebagaimana dimaksud Pasal 5] ayal (
'~ memenuhi lima syarat, yaitu: :

gan konslilusional

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh
) UU mk fieace

Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAp

Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU
MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan v s B
! dapat dipastikan akan terjadi;

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan|
Cd. adanya hubungan sebab akibat (causal verband ) antara

oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: )
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok;é kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
orang vang mempunyai kepentingan sama): dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dimohonkan pengujian;
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip €. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan
Undang-Undang; konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
¢. badan hukum publik atau privat; atau tidak lagi terjadi;

d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-  [3.7] Menimbang bahwa meng .
Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan  Pemohon Mahkamah mempertimbang sebagal be

membuktikan terlebih dahulu: I. Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H. :
nesia selaku terpidand

’ Undang yang dimohonkan pengujian:

i 3 kerugian hak dap,‘.lmu }.\L\\umngun konstitusiony]
| lf:rscbut harus hgrs”ul spesifik dan aktual atau setidak-
H tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
| 4

terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangap | | G hanve AR e
Mahkamah  maka Mahkamah  berwenang mengadili| | a. Padioha e d;hc;ilj-:ln }I\L‘}\\ﬁlzz;ngun Konstitusiong]
ermohonan a quo; | an oleh UUD 1945 ‘
i : b hak dan/atau kewenangan Konstitusional ters but ol
i 1o g K . sebut ole
| Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakuny, l'nd'(l)nklh
|

enai kedudukan hukum pard
rikut:

a. Kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud e Perseorangan warga negara Indo . '
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK pada perkara pidana di Pengadilan Neger! Jukdﬁ:
b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Selatan Nomor ]532/Pid.B/200°/PN-J“'SCI '\«unglltd;
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh Aioius: ‘padla canagal- A Februari 2010- Tcr?l}p
rlakunv: I T , :mohonkan weari Azhary St
hul.lk}fﬂ_\d Undang-Undang ~ yang  dimo putusan tersebut pemohon Anhm:a: biasa, i
pengujian: M.H s a huku )
.H., mengajukan upay kamah
3 i ; tusan : ng i yang diputus olel Ma~hpo10
[3.6] Mcnimbang pula bahwa Mahkamah scjak P permohonan  kasast ¥ Nomor 1 459K/Pid/20T
Nomor 006/PUU-TTI/2005. hcrlanggal 31 Mci 2005 dﬂ.n Agung dengan Putusan o ’ [crhﬂdap pulusu"
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. bertanggal 20 Sep lcdm!):x: tanggal 21 September 2010 ddnhar . Mt
2 Sl 2 ’ 1 . P 'y
2007 serta putusan-putusan sélanjutnya telah berpen - tersebut, Pemohon Antasart ot
//’
S, : d
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mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjayap | |
Kembali (PK) dan telah diputus oleh Mahkamah 1
Agung Nomor 117PK/Pid/2011, tanggal 13 Febryari

2012, yang amarnya menyatakan menolak permohonan
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon
Antasari Azhar, S.H., M.H. Pemohon bermaksud
mengajukan PK terhadap perkara tersebut, namun
karena berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP,

Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., tidak dapat
mengajukan upaya hukum PK lagi membersihkan
namanya. jika suatu saat terdapat keadaan baru yang

dapat memberikan putusan berbeda dengan Putusan||

Pengadilan ~ Negeri  Jakarta ~ Selatan ~ Nomorf|
1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2010
juncto putusan  Mahkamah  Agung Nomor

1429K/Pid/2010. tanggal 21 September 2010 :

Atas dasar dalil tersebut yang dihubungkan dengan hak
konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945,
khususnya Pasal 28D ayat (1). menurut Mahkamah,
Pemohon telah mengalami  kerugian konstitusional
vang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial menurut  penalaran  yang wajar  dapat
dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab

akibat (causal verband ) antara kerugian hak dan/atau

kewenangan  konstitusional  dimaksud dengan
berlakunya  Undang-Undang  yang dimohonkan

pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak
dan/atau  kewenangan konstitusional seperti  yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Kamri Ahmad

Berdﬁsa"kem
Mahkamah’ Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H
yed dukan hukum ( legal standing ) untuk
pemohonm a quo;

pertimbangan  terseby, diats
’ menury

+H.y memilik;
mengajukan

- 2, Pemohon Ida. Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarify
Antasariputri

|
|
|
|
!
|

B.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah b
mengadili permohonan a quo
kedudukan hukum ( legal standing ) un

P ., s
emnjauan Kembali dalam Teori dan Praktik

Scanned with CamScanner

Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng
Oktarifka Antasariputri adalah perseorangan wargy
negara Indonesia yang merupakan istri dan anak d;;ri
Pemohon Antasari Azhar, S.H., M., olch
karenanya memiliki hubungan sebagai keluarga vang
dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan
demikian, secara potensial dirugikan oleh berlakunya
ketentuan Pasal 268 avat (3) KUHAP schingga
terdapat hubungan sebab akibat (causal verband )
antara  kerugian  hak  dan/atau kewenangan
konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila
dikabulkan maka kerugian hak dan/atau Kewenangan
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi:

Berdasarkan pertimbangan
Mahkamah, Pemohon Ida Laksmiwaty S.H., dan
Ajeng Oktarifka Antasariputri memiliki kcdun%ulfd"
hukum  ( standing ) untk mengajuh

permohonan a quo;

tersebut di atas. menurut

legal

erwenang

dan para Pemohon mcxpxhkn

e



permohonan  a
mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan
[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268
avat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal | !
24 avat (1). Pasal 28C ayat (1). dan Pasal 28D ayat (1) UUD|
1945, dengan alasan sebagai berikut: :
Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju; |
hcrhaki ‘3
mendapatkan  kemanfaatan  ilmu pengetahuan  dan|
tcknologi misalnya tes DNA. tes kebohongan lcrmasuki i
didalamnya tcknologi dalam bidang telckomunikasi. ||
serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya |

i

[§9]

‘a2

160

quo,  selanjutkan  Mahkamah

keadilan  maka sctiap  warga  ncgara

untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa Pasal 1 ayat (3). Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ‘

ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai
negara hukum. memberi pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap
setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik
tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasakl 24 ayat
(1). dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 adalah
terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan
semata-mata kepastian hukum yang mengenyamping-
kan rasa keadilan;

Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak
sctiap warga negara tanpa kecuali terutama warga
negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan
siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau
pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa kepastian hukum harus diletakkan dalam
kerangka penegakan keadilan (justice enforcement),
sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka
keadilanlah yang harus dimenangkan. sebab hukum
adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial

Kamri A hmad

akan |
s Bahwa perkara proses penegakan huky

4

(materiil) di dalam masyarakat

. bukan
mencari Kemenangan secara formg]: alat unpy

m pidana belym

memanfaatkan secara maksimalilmy pengetahuan
an

teknologi Lhususn;;a tes DNA, ilmu balistik dan 1o
kebohongan  sehingga  memungkinkan ditemuk
kebenaran apabila betul-betul memanfaaikan li]lnz:n
pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang: ’
6. Bahwa persamaan di dalam hukum ( eguality bef;).re
the law ) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh
ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan
Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam
ketentuan Undang-Undang vang dimohonkan untuk
diuji, sehingga paraPemohon tidak dapat menikmati
keadilan di depan hukum scbagai warga negara
Indonesia ( vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ):

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para
Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dua orang saksi yaitu
Ir.Sri Bintang Pamungkas, M.Si, Ph.D, SE.. dan Dr. Muchtar
Pakpahan, S.H., serta enam orang ahli, yaitu Prof. Dr. Yusril
lhza Mahendra, S.H., M.Si., Dr. Irman Putra Siddin, SH.,
M.H., Dr. Chudry Sitompul S.H.. M.H.. Prof. Emeritus Romli
Atmasasmita, S.H., LL.M., Dr. Ir. Agung Harsoyo. M.c..
MEng.. dan Dr. Jamin Ginting. S.H. MH- km-r:p;_.‘vu:
selengkapnya para saksi dan para ahli tersebut, termuat daid!
bagian duduk perkara:
[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telab
kelcrangun lisan dan mambaca keterangan tert
yang pada pokoknya:

Bahwa ketentuan Pasal 268 ay&

pernah diajukan pengujiannyd K ut

Konstitusi dan diputus pada s'r

16/PUUVIIL/2010. tanggal 15 Desemes

mendengar
lis Presiden

1 (3) ut KUHAP
; a ;\I:lh}\;un.xh
pomor

pad

g™
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Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain g

Pasal UUD 1945 yang diajukan sebagai batu uji sama
dengan permohonan sebelumnya. Yaitu Pasal 1 ayat|
(3). Pasal 27 ayat (1). Pasal 28D ayat (1). Pasal 28H
ayat (2). dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945;

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang‘-iﬁ
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-|
Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat 3)!
KUHAP telah secara konsisten mengatur ketentuan! |
mengenai  peninjauan kembali. Dengan dimikian| |
ketentuan vang terdapat dalam beberapa Undang-|
Undang tersebut di atas, khususnya mengatur tentang
peninjauan kembali telah memberikan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) uuD
1945. Ketentuan @ quo juga tidak membatasi atau
sctidak-tidaknya menghalang-halangi  hak  untuk
memperoleh mantaat dari ilmi pengetahuan dan
teknologi. seni dan budava demi meningkatkan kualitas
hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat (h
UUD 1945, Jikapun terdapat pembatasan yang

auf
berbeda antara permohonan dalam  perkara Nomoy| |

16/PUU-VIII/ 2010 dengan alasan yang diajukan oleh|
para Pemohon dalam permohonan a quo. Terlebih ‘:

juga dapat membuat menunda e
penees l\eadllan‘nu sendiri hingga jangka waky
tidak dapat ditentukan mengingat piten;
timbulnya fakta hukum bary (nuwmp ensi
mengubah putusan.Pen.injauar} Kembali yang te[ah ada
sebelumnya. Selain itu, sistem peradilan pig
R pidana
(crtm{nal Justice system) yang fair akan menjadi sistem
peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan
serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga lidak
akan kunjung diperoleh;
Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara,
sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan
upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-
ulang. Lagi pula. pembatasan tersebut sejalan dengan
proses keadilan yang mengkehendaki diterapkannya
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan
pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses
peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlarut
larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada
akhirnya justru menimbulkan pengingkaran terhadap
keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam
adagium “justice delayed justice denied”;

gaknya Keadilyy bagi
u yang

akan
1) yang bisy

telah mendengar

ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata
dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak keterangan lisan dan membaca keterangan
asasi manusia orang lain [vide Pasal 28] ayat (1) glaf‘: pada pokoknya: -
zll_\(zjn (2') '}J?‘dangysn]dang Dasar Negara Republl 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UuD Il‘i45 ";;":')g‘:‘k“m
ndonesia Tahun : ] Qg ’ atas _
Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali .Set.' ap grang bcrhl{k Jian hukum yang adil
UP s e Ig . p'n‘auan kembali) dapat Jaminan, perlindungan dan kepas el S
oo ok akon teqadi  kelidakjelasan dan  Serfa perlakuan Jang Sl gy ol kero
ketidakpastian hukum sampejli berapa kali peninjauan Penekanan tentang kepasnankh; nilah yang menict
kembali dapat dilakukan yang mengakibﬂtk'an setiap orang di hadapan huku

penanganan perkara tidak pernah selesai. Selain 1tU

311 imbang ahkamah
[3.11] Menimbang bahwa M tertulis DPR yang

(5]

any Jam Meng
dasar filosofis Undang—L‘nfidﬂE dalar
pengajuan peninjauan kembali:
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Bahwa ketiga  Undang-Undang yang membidan
peradilan a quo telah konsisten mengatur pengajuan !
peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 aya (2)-UU
Kekuasaan  Kcehakiman,  Pasal 66 ayat (1) Uy

Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP,

Dengan  demikian usaha pencari  keadilan untuk
memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur|
dalam Undang-Undang a quo dan tidak terdapat | |
pertentangan anatara ketiga Undang-Undang a guo;
Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang I
tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi|
pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, ||
karena apabila dibuka peluang untuk pengajuanii
peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini |
melanggar  Undang-Undang juga mengakibatkan
penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak
berakhir tanpa  berujung, yang justru dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari
keadilan:

Bahwa pembatasan hak pencari keadilan dalam
pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali
sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang a guo
yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional
dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945. Pembatasan ini justru untuk
memberikan kesamaan kedududkan dalam hukum dan
kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua
warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang
adil dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah
sesuai dengan Pasal | ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: ]
Bahwa terkait  dengan  pembatasan  pengajuan
permohonan peninjauan kembali sebagaimana - yant
telah diuraikan oleh DPR di atas. scjalan dengan

Kamri Ahmad

gil

=T

pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dal
Nomor 16/PUU-VIII2010. halaman (m-(\\"
3.12] Menimbang  bahwa }

am Pll'.tl\‘m

: Mahkamah  telah
kesimpulan tertulis para Pemohon, sedanghan pre
pPR tidak mengajukan kesimpulan:

LTIy

siden 4
wen Jdu

pendapat Mahkamah
Tentang Ne bis in idem

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernsh
dimohonkan pengujian Konstitusionalitasnyva dan telah diputus
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 PUL-
V112010, tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis
Presiden dan DPR. Oleh Karena itu. Mahkamah akan
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pura
Pemohon tersebut ne bis in idem?

Untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamab
perlu Pasal 60 ayat (2) UU MK vang menyatakan, “ketenti:
sebagaimana dimaksud pada avat (1} dapat dikecualikan jiia
materi  muatan dalam Undang-Undang  Dasar  Negard
Republik Indonesia Tahun 1943 vang dijadikan  dasar
pengujian berbeda”. Berdasarkan ketentuan tersebut m’:ika
terhadap pasal vang telah diajukan pengujian konslilus.ionalxt_as
dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila
terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Mahkamah
Setelah memperhatikan secara seksama permohonan pard
Pemohon, temyata dasar pengujian yang digunakan dalam
Permohonan  Nomor  16/PUU-VIIL2010, yang - dm,uml;
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adala
Pasal 1 gy, - at (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal

ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal. s Selain i

H ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 194% 600 1
‘mohon dalam Permohonan Nomor 16/PUL-

7 " 4 unj'.lng"
Adalah badan hukum privat (}'T.an"‘“»‘-"}n dalam

sed: e al la
l?dfmgkan dalam perkara a quo terdapat f:“t;l \aity Pasal
UD 1945 yang menjadi dasar pengujan berpecls

DTRRTE e T
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24 avat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuqs |
A /s n kekuasaan |

vang merdeka untuk - menyelenggarakan - peradilan  gung
menegakkan hukum dan keadilan™ serta Pasal 28C ayat M
khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan
baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas
perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh |
karena itu. menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon !
tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan '

mempertimbangkan pokok permohonan; i

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan |
mempertimbangkan  mengenai  isu konstitusional  yang |
dipermasalahkan oleh para Pemohon vaitu apakah pembatasan =

pengaiuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam !
Pasal 268 avat () KUHAP bertentangan dengan L'UD 1945?

3 Mahkamah
mempertimbangkan sy honstitusional tersebut. Mahkamah
terlebrh dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

i Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang
menyatakan,  “Permintacn  peninjauan kembali
dilakukan atas dasar:
a. apahila terdapat keadaan haru yang munimhulkuq
dugaan kuat.hahwa jika keadaan itu sudah diketahui
pada waktu sidang masih berlangsung. hasiinya akan
herupa putusan bebas atau putusan lepas dari 5‘»;.:(110

suntutan hukum atau tumntan penuniut umum  tidak

dapat diterima atan terhadap perkara i diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan.

b, apabila  dalam  berbagai - putusan terdapal

suatu telah terbukii. akan tetapi

Jasan pulusan

13.15] Menmmbang bhahwa sebelum

permyataan baltwa se
hal atau keadaan sebagai dasar dan a
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yang dinyatakan telah terbukii iy,
bertentangan satu dengan yang lain; :

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihark
suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliryay | s

fernyata 1elqj

ung

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikay
dalam proses peradilan perkara pidana yang benyr-

pembuktiannya harus  meyakinkan  hakim

mengenai kcbcn.z'lmn terjadinya  suatu  peristina
kebenaran materiil ), yaitu suatu kebenaran yang di
dalamnya tidak terdapat lagi Kkeraguan. Pencarian
kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat
hukum pidana seperti dalam ungakapan, “bak pedang
bermata dua’. Artinya hukum pidana dimaksudkan
untuk  melindungi manusia, tetapi dengan cara
mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa
yang dilindungi dari manusi:

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam ULD
1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang
memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikin
mewajibkan orang lain, termasuk didalamnsa o
untuk menghormatinya. Bahk
ketentuan konstitusional tent
perstektit historis-tilosofis d
dimaksudkan untuk  melindungi segendp
Indonesia dan berdasarkan kemanusiaar
beradab (vide pembukaan UUD
negara berkewajiban untuk memb

IQUIAE
an secara konstitusional.
ang HAM tersebut dalam
alam pembentuhan negard
bangs.
v vang adil dan
1945). Oleh karend iu.
erikan perlindungan.

1enuhan terhadap HAM.

pemajuan, penegakan dan pen adap 1A%
[vide Pasal 281 ayat (4) yuD 1945) Prnsip
sebagaimana diuraikan diatas terutam

a yang terakhir.

Jain bahwa .proscs

melahirkan suatu prinsip yans ai pada
peradilan dalam perkara pidand harus samp

kebenaran materiil, suatu k
tidak terdapat lagi keraguan:

ebenaran yang di d_alamnyz:
Dari prinsip yang
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demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan
pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang vang| |
bersalah  daripada  menjatuhkan  pidana kepada
seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan ‘
terscbut terdapat makna yang dalam. bahwa ketika

pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan| |
seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana
haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta
hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau| |
tidak demikian maka akan terjadi bahwa ncgara,;
melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, ||
padahal secara Konstitusional negara melalui proses||
peradilan yang justru harus melindungi HAM [vide|!
Pasal 24 ayat (1) UUD 19435]:

Kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM

sesual  prinsip  negara hukum  yang demokratis

mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide

Pasal 281 ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana

merupakan  implementasi dari penegakan dan

perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional

dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan

prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due

process of law;

Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM

vang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan

UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang

dialami  sescorang haruslah mendapatkan kepastian

hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang

kerapkali  mendominasi  suatu proses  peradilan

diberikan syarat yang findamental, yaitu keadilan yang

menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk

ketika  menjalani proses peradilan. Kerana itu¥ah

pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap

Kamri Ahmad

orang dalam proses peradilan pidana v
tetap dapat memperoleh keadilan,
putusan telah memperoleh kekuatan hy
dengan alasan tertentu yang secara
dengan keadilan.

ang dijalaniny,
bahkan  ketikq
kum yang tetap
umum  terkait

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan
di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana,
sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang
terkait dengan terpidana yaitu menyanghut peristiwa yang
menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) vang
manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung
putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2)
huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan
keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi
sescorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula Kkarena
kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan dapat
ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti
kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya
satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3)
KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak
konstitusional bagi sescorang yang terpenuhinya merupakan
kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan
ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP:

I:f'l6| Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
! atas, Mahkamah selanjutnya  akan mempertimbangkan

pakah dalj| para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP

Yang menyatakan, “Permintaan peninjavan kembali atas .wu_l!{{

Putusan hanyq dapat  dilakukan hanva satu kali sajd
“entangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut maka
Ahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
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[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis- 8

filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindung; "
kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum pPK ;
berbanding dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum |
biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip‘.’
kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan |
menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya huijml
biasa. justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang’*;
tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yangf

tidak selesai. Dengan demikian. ketentuan yang menjadi syarat ||

dapat ditempuhnya upaya hukum biasa disamping terkait |
dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait
pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu
tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim dengan para
pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa
bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil.
Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ketentuan
formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa
(peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena
mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada
keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang
pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian
mengenai sesuatu itu zovum atau bukan novum, merupakan
kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan
mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu. yang menjadi
syarat dapat ditempuhnya upaya hukum Juar biasa adalah
sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat
mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam
proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam'Pasal
263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, Permintaan
peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang mem”.lbu”;’a’;
keadaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah. diketa k:n
pada waktu sidang masih berlangsung, has:ln)“aea e
berupa putusan bebas arau putusan lepas dari seg

Kamri Ahm3 d
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runtutan hukum atau o, per
i " ey nuniut um
dapat diterima atau terhadap perkarg i

. U dlterank.
ketentuan pidana yang lebih rinpan *7dpkan

.Karakter kebenaran yang mengenai peristiwa yang
menjadi dasar putusan perkara pidana adalah .kcb:n.ﬂ:i
materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukxi-%w:':u
rersebut meyakinkan hakim. yaitu kebenaran vang secara
rasional tidak terdapat lagi Keraguan di dalamnya Karena
didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena
itu. dalam perkara pidana bukti yang dapat disjukan hanya
ditentukan batas minimalnya.tidak maksimalny.  Dengan
demikian, untuk memperoleh Kevakinen dimaksud hukum
harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membula
kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya
keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas
karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindunsi
HAM dari kesewenang-wenangan negara, lerutami yang
terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hah yang
sangat fundamental bagi manusia sebagaimana dl-lL‘mU-U”
dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK schag
upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP hs.rwf.u
dalam  kerangka demikian. yakni untuk mencapil ‘“'”
menegakkan hukum dan  keadilan. Upaya P"“f"f““jv
kepastian hukum sangat layak untuk diadakan rz*:-“i(:l
namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah de >
karena keadilan merupakan kebutuhan md B
mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan M3
kepastian hukum;

nusia yang
gsia tenians

s Peninjauan Kembali datam Teori dan Pr aksit e

-
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Kebenaran materiil mengandung  semangat keadilan
cedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian
hukum vang terkadang mengabaikan asas keadilan, Oleh

karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil |

maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut ™

i

dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesaj |
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan |
hukum tetap dan menempatakan status - hukum  terdakwa
menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan Ketentuan

Pasal 268 avat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan 3
peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan t

i

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, i

setiap  orang  wajib
ditetapkan dengan undang-undany dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis ", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud
oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat
diteraphan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali
harena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait
denpan hak asasi manusia yang paling mendasar  yaitu
menyanghut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula.
pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak
terhail pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis:

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat
asas Jitis finiri oportet yakni setinp perkara harus ada akhimya.
namun menurut Mahkamah, hal itu terkait dengan kepastian
hubkum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas

Aamer Ahmail

17

tunduk  kepada pembatasan  yang

ersebut tidak secara ri‘ui‘(/.dupul diterapkan k
hanya mcmlwlc!lkun pentnjauan kembali sy Kali. terleb
lagi manakala ditemukan adanya keaduan bypy ',,‘,‘:“,;, Wh
itu justru 'hcrlg:nlung,un dengan asas keadilan yang h'c'i;nl
dijul\j“"h'- tinggi oleh kekuasaan kehakiman lx\d(;|1csi;. u,th,:
menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 qya (Hyuup
1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara h'ukum:

arena dengyy,

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
ersebut  diatas, menurut  Mahkamah, permohonan para
pemohon mengenai pengujian Konstitusionalitas Pasal 268
ayat (3) KU IHAP adalah beralasan menurut hukum:

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta wrsebut di
atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a guo:

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut
ukum;

Berdasarkan ~ Undang-Undang ~ Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah dm'b;nlr
engan  Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 210‘11 lur:l(;:;t;
Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 24 Tahun -hl'i&
fentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negard ch}: r:n
Ndonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan l'f:::d;‘:l;u-
Negara Republik Indonesia  Nomor 5226). dan %

j T an Kehakiman
Lnda"g Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehd
Se T i .
Peniniasiom stamit 3t 2080 et o Praktik
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S076)%

5. AMAR PUTUSAN
rl
Mengadili,
|

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon: J
1.1 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 \‘
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |
1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3209) bcncnlunganx!

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Menyatakan:

i

Indonesia Tahun 1945:

1.2 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
lahun 1981 tentang  Hukum  Acara Pidana
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan L.embaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3209) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat:

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M.AKil
Mochtar. selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki.
Achmad Fadlil Sumadi. Maria Farida Indrati, Anwar Usman,
Harjono, Hamdan Zoelva. Muhammad Alim. dan Arief
Hidayal. masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin,

174 Kamri Ahmad

e r——TTY

mnggal dua puluh dua, bulan Juli, whyy du
yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Koo
rerbuka untuk umum pada hari Kamis, lunggul‘ :;' il
Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucu::.m' Dt
15.00 WIB, oleh delapan hakim Konstitusi. vui|lud;l{~puk‘u l
Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, }\ricl' H‘il:ld?m
Ahmad Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farisa Indrati, \nzwjr
Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi olc};
Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri olch
para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan
Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili.

a ribu tipy belas,

KETUA,

Ttd.
Hamdan Zocelva

ANGGOTA-ANGGOTA
Arief Hidayat,
Ahmad Fadlil Sumadi,
Maria farida Indrati,
Anwar Usman,
Harjono,
Muhammad Alim,

Patrilalis Akbar,

eninjauan Kembali dalam Teori dan Praktik
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Panitera Pengganti,
Ttd

Cholidin Nasir

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya
diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang- |
Undang Nomor 24 Tahun 2003 {entang Mahkamah Konsitusi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta. 6 Maret 2014

Panitera.,

Kasianur Sidauruk
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